PUTUSAN "SELA
No.728/P1D.B/2011/PN.JKT.PST.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri'Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara
' pidana dalam acara biasa, menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa :

Nama

Tempat lahir - -Jakarté. .

Umur/tanggal lahir 14 tahun/18 November 1996.

Jenis kelamin . lakidaki.

Kebang'ﬁsaan' . Indonesia.

Tempat tinggal

Agama T Islam. - -
Pekerjaan o . Pelajar.

Pendidikan : SMP kelas 2.

- Terdakwa ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2011 sampai
dengan 30 Maret 2011 dan diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak 5
Maret 2011 sampai dengan 09 April 2011 ; e

-+ Terdakwa didampingi oleh PenasihatAHukumnya Supriyadi Sebayang,S.H .
Abdul Rohman,S.H., Saibun Manurung,S.H., Eke Hariyanto,§.H., Hendz
Supriatna S.H. para Advokat dan Asisten Advokat/Pembela Umum pada

A b}‘(anfoir»\,ﬁerh'"npunan Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia Indonesia

\ layah DKI Jakarta, beralamat di Jl.Gugus Depan No.25.

/E‘?‘% v\xMatraman Jakarta Timur 13140 berdasar surat kuasa khusus

\ %érténgg I\11 Maret 2011 ;

B ,«

wE,gqgédrlan Negeri tersebut

“Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah ‘mendengar pembacaan keberatan/eksepsi ;

Setelah mendengar pembacaan pendapat Penuntut Umum ;




PERTAMA : Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret
2011 sekira jam 17.35 WIB atau 'setfciﬁidaknya pada waktu lain dalam bulan
Maret tahun 2011 bertempat di JI. Tanah Tinggi IV RT.013 RW.07 Kel. Tanah
Tinggi, Kec.Johar Baru, Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta
Pusét, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah Kartu Perdana XL,
yahg sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik

saksi korban Ahmad Alfiyan, dengan maksud melawan hukum yang dilakukan di

waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangah tertutup yang ada

rumahnya,dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau

bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, perbuatan mana di

lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Lucky dan saksi Rahmat
Wibowo yang berada di daerah Jembatan Besi dekat SMKN 31 mendengar
bahwa didaerah KUA Tanah Tinggi sedang terjadi tawuran antar warga.
Kemudian Terdakwa bersama saksi Muhammad Lucky dan saksi Rahmat
Wibowo pergi menuju JI. Tanah Tinggi IV RT.013 RW.07 Kel. Tanah Tinggi
Kec.Johar Baru, Jakarta Pusat. Lalu setibanya di tempat tersebut Terdakwa
melihat pmtu toko counter handphone milik saksi Ahmad Alfiyan dalam
keadaan rusak. Bahwa Terdakwa setelah mengetal'um pintu toko counter
handphone milik saksi Ahmad Alfiyan dalam keadaan rusak lalu Terdakwa
masuk kedalam counter handphone tersebut dan mengambil 1 (satu) buah
Egaﬁtlul@erdana XL yang berada dibawah etalase yang telah pecah kacanya

// ﬁgk\ aksl Ahmad Alfiyan dan berhasil membawanya keluar dari toko
// .E’/ 2ol

=~/
B
‘3-{ \E}aef"é emudlan pada hari Jum'at tanggal 11 Mdret 2011 perbuatan

lw‘
WAl

L

- .__'_;(kedﬂar,tYa anggota polisi) berdasarkan informasi dari saksi Muhammad
Lt.;;ky dan waksi Rahmat Wibowo yang pada saat terjadi tawuran antar
warga tersebut, Terdakwa memberikan kepada saksi Muhammad Lucky dan
saksi Rahmat Wibowo berupa 1 (satu) buah kartu perdana XL, namun
diberikan kemt.ali kepada Terdakwa karena Terdakwa diteriaki maling oleh

warga. Kemudian Terdakwa ditanakao dan dihawa ka Palesik .Inhar Rar

SFPP L S




- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

; pasal 363 ayat (1) ke-3 K.U.H.Pidana ;
ATAU

KEDUA : Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret

2011 sekira jam 17.35 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lairi dalam bulan

Maret tahun 2011 bertempat di JI. Tanah Tinggi IV RT.013 RW.07 Kel. Tanah

Tinggi, Kec.Johar Baru, Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat, telah mengambil suatu barahg berupa 1 (satu) buah kartu perdana XL,

yang sama seke'i atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik

saksi korban Ahmad Alfiyan, dengan maksud melawan hukum, perbuatan mana

di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Lucky dan saksi Rahmat Wibowo
yang berada di daerah Jembatan Besi dekat SMKN 31 mendengar bahwa didaerah
KUA Tanah Tinggi sedang terjadi tawuran antar warga. Kemudian Terdakwa
bersama saksi Muhammad Lucky dan saksi Rahmat Wibowo pergi menuju Ji.
Tanah Tinggi IV RT.013 RW.07 Kel. Tanah Tinggi, Kec.Johar Baru, Jakarta Pusat.
Lalu setibanya di tempat tersebut Terdakwa melihat pintu toko counter handphonJe
milik saksi Ahmad Alfiyan dalam keadaan rusak. Bahwa Terdakwa setelah
mengetahui pintu toko counter handphone milik saksi Ahmad Alfiyan dalam keadaan
rusak lalu TeMakwa_maéuk kedalam counter handphone tersebut dan mengambil 1
(satu) buah kartu perdana XL yang berada dibawah etalase yang telah pecah

rkq(eany milik saksi Ahmad Alfiyan dan berhasil membawanya keluar dari toko

/ /co'uﬁfer\h;r{iphone tersebut ;
{_( %@% kgm{.gdlan pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2011 perbuatan Terdakwa
; c{ké;ahm oleh saksi Kusyanto dan saksi Urip Mulyadi (keduanya anggota
'@E@!‘SA} bquésarkan informasi dari saksi Muhammad Lucky dan saksi Rahmat
\W bew‘o/«;ang pada saat terjadi tawuran antar warga tersebut, Terdakwa
membenkan kepada saksi Muhammad Lucky dan saksi Rahmat Wibowo berupa 1
(satu) buah kartu perdana XL, namun diberikan kembali kepada Terdakwa karena
Terdakwa diteriaki maling oleh warga. Kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa

ke Polsek Johar Baru untuk penyidikan lebih lanjut ;

- - Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menundt
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Menimbang, bahwa terhadap dakwaan.Penuntut Umum tersebut Terdakwa
dan Penasiﬁat Hﬁkum Terdakwa tersebut diatas, telah menyampaikan
keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, yang pada pokoknya
adalah sebagai berikut :

1. EXEPTIO OBSCURI LIBELLI:
Bahwa isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Fiég.Perk. - PDM/JKTPS/03/2011
tahggal 13 April 2011 disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap
(obscuur libel) dengan alasan alasan sebagai berikut :

1.1 Bahwa ketentuan Pzasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP diuraikan bahwa
ayat (2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi
tanggal dan ditandatangani serta berisi :

a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,
kébangsaan tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ; -~
b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana
yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak
pidana itu dilakukan ; —

ayat (3) : Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum ;

Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf
b KUHAP bersifat imperatif, karena apabila dakwaan Jaksa Penuntut
Umum tidak memenuhi ketentuan pasal tersebut maka hakim pemeriksa

\Na selanjutnya dalam surat dakwaan Pertama dan Kedua masing -
3 snig-’Paragraf ke 2 dan 3 Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan
":;}‘ ) o kvpnbldgls/perlstlwa pidana, antara lain ;

AP 1
AR R T ; ¥
S i

y ._-,_._._7.::Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Lucky dan Saksi
Rahmat Wibowo yang berada di daerah Jembatan Besi dekat SMKN
31 mendengar bahwa di daerah KUA Tanah Tinggi sedang terjadi
tawuran antar warga. Kemudian Terdakwa bersama saksi
Muhammad Lucky dan Saksi Rahmat Wibowo pergi menuju JI. Tanah
Tinggi IV RT.013 RW.07 Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta
Pusat. Lalu setibanya di tempat tersebut Terdakwa melihat pintu toko

- ascamd - B - -




etalase yang pecah kacanya milik saksi Ahmad Alfiyan dan berhasil
' membawanya keluar toko counter handphone tersebut ; --------------—-

- Kemudian pada“_hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 perbuatan
Terdakwa diketahui oleh Saksi kusmayanto dan saksi Urip Mulyadi
(keduanya anggota polisi) berdasarkan informasi dari saksi
Muhavmmad lucky dan saksi Rachmat Wibowo, yang pada saat terjadi
tawuran antar warga tersebut, Terdakwa memberikan kepada saksi

Muhammad Lucky dan Saksi Wibowo berupa 1 (satu) buah kartu
perdana Xt namun diberikan kembali kepada Terdakwa karena
Terdakwa diteriaki maling oleh warga. Kemudian Terdakwa ditangkap
dan dibawa ke Polsek Johar Baru untuk penyidikan lebih lanjut ; -=----

1.2 Bahwa adapun letak ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum dalam
menyusun surat dakwaan adalah sebagai berikut:

- Bahwa uraian Jaksa Penuntut Umum sebagairnana ternyata dalam
surat dakwaan No. Reg.Perk : PDM- /JKTPS/03/2011 tanggal 13
April 2011 sangat tidak jelas, tidak lengkap dan membingungkan,
mengingat Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara
lengkap dan jelas perihal penyebab kaca etalase counter
handphone di Jalan Tanah Tinggi IV RT.013 RW.07, Kel. Tanah
Tinggi, Kec. Jc;har Baru, Jakarta Pusat bisa dalam kondisi pecah,
dan bagaimana sebuah pintu toko counter handphone milik Ahmad
Alfiyan bisa dalam keadaan rusak. Hal tersebut tentu saja harus

mq‘!{elaskan secara lengkap siapa yang merusak plntu toko, siapa

\K

S xplrjtu,iersebut dengan tindakan Terdakwa (anak nakal) ; =-----~--=------

Aoyt ﬁéhwa uraian Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan pertama dan
s T /p

“ssakwaan  kedua masing-masing paragraf 2 diuraikan bahwa

Terdakwa (anak nakal) mencuri voucher perdana XL di bawah
etalase. Hal ini tentu saja sangat membingungkan, bagaimana
mungkin sebuah voucher perdana XL perdana bisa disimpan dan

At bhamada S8 W
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dalam etalase counter. Kecuali, jika voucher tersebut sudah
digunakan/bekas yang tentu saja tidak mungkin di simpan di dalam

etalase counter ; ~

- Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga tidak
menguraikan secara jelas, lengkap dan cermat perihal voucher
perdana XL yéng telah dicuri, yaitu voucher XL perdana jenis apa,
bernomor berapa dan berapa harganya. Hal ini sangat penting untuk
memastikan kejelasan dari barang bukti / objek perkara yang
menjadi pokok persoalan perkara ini, selain itu hal ini juga untuk
memastikan apakah barang bukti / objek yang dicuri tersebut telah
sesuai dengan barang bukti yang ada dalam berkas perkara atau
tidak, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pembuktian
kelak ;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak teliti dan tidak cermat dalam

menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kerugian materiil yang
telah dialami oleh pelapor (saksi korban). Jika benar dia telah
mengalami kerugian -Quot Non - berapakah nilai kerugiannya,
apakh objek tersebut memiliki nilai ekonomis atau tidak. Karena

adalah hal yang sia-sia jika perkara aquo diperiksa ternyata tidak

ada nilai ekonomisnya ;

. Bahwa dengan tidak diuraikannya secara lengkap, jelas dan cermat
mengenai kejadian tindak pidana, objek yang dicuri dan kerugian
/ﬁ,ﬁ.m&atenl yang dialami oleh saksi korban (pelapor), maka telah terbukt

/’ S \bgkwa Jaksa Penuntut Umum telah lalai dan tidak mengikuti kaidah
' ' %\ sehagaimana disyaratkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b

" oler karenanya berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP

Nl éﬂrgtn’dakwaar Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara tidak

\‘\‘::\/‘ ?',}N : SR
g *w'lénéﬁap, tidak jelas dan tidak cermma tersebut harus ditolak dan

&
ST

dinyatakan batal demi hukum ;

, 2. EXEPTIO ERROR IN PERSONA
Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bob Osmon dalam Berita Acara
Penyidikan (BAP) tanggal 10 Maret 2011 sebagaimana ternvata dalam




karena yang menjadi pelaku pencurian di Jalan Tanah Tinggi IV RT.013
RW.07, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat adalah Owen dan
Daus Kucing, maka sudah seharusnya yang dihadirkan didalam persidangan
sebagai Terdakwa adalah Owen dan Daus Kucing, oleh kareqanya mohon
agar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) No. Reg.Perk : PDM-
. JJKTPS/03/2011 Tanggal 13 April 2011 dinyatakan tidak dapat diterima ; ——

3. EKSEPSI TERHADAP TIDAK DITERAPKANNYA HUKUM ACARA
SEBA‘AIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-
' UNDANGAN.

3.1 Eksepsi terhadap tidak didambinginya Tersangka (anak nakal)
dibawah Lmur dalam pemeriksaan di tingkat Penyidik.
Bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk :
PC /JKTPS/03/2011 Tanggal 13 April 2011, Terdakwa (Anak Nakal)
diancam dengan pidana dengan menggunakan pasal 363 ayat (1) k 3
KUHP Jo. 362 KUHP dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun dan 7
(tujuh) tahun ;

Bahwa berdasarkan ketehtuan pasal 56 ayat (1) KUHAP dijelaskan
bahwa: " Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa
melakuan tindak ‘pidana yang diancam dengan pidana mati atau
ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang
t/dak masapu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang
A _3 Li‘ld\amempnya/ penasihat hukum sendin, Pejabat yang bersangkutan
\?r(ua tingkat pemenksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk

at}hukum bagi mereka® ;

\‘/ @ahﬁlﬁg gelanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 114 KUHAP telah
h '*dqe{ésk’an bahwa : " Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak
E?BEna sebelum dlmulalnya pemeriksaan oleh Penyidik, Penyidik wajib
memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan
bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi

oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56” ; -----

Bahwa selanititnva hardasarkan katantiian nacal R4 aunt /4% 19V Adae (9




(1) Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak
mendapatkan bantuan hukum dan seorang atau lebih Penasihat
Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan
menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini; --------

(2) Pejabat yang melakukén penangkapan atau penahanan wajib
memberitahukan kepada Tersangka dan orang tua, wali, atau orang
tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana

" dimaksud dalam avat (1) ; '

(3) Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan

langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar

oleh pejabat yang berwenang ;
Bahwa berdasarkan ketentuan di atas sangat jelas bahwa seorang
anak yang sedang diperiksa ditingkat Penyidik / berhadapan dengan
hukum (apalagi) yang ancaman pidananya di atas 5 (lima) tahun wajib
(imperatif) untuk didampingi dan atau ditunj'uk Penasihat Hukumnya

guna didampingi dalam setiap pemeriksaan ;

Bahwa seclanjutnya berdasarkan daftar isi turunan berkas perkara
ternyata pihak Penyidik Keboﬁéian sama sekali tidak pérnah membuat
dan atau mencari dan atau menunjuk Pengacara untuk memberikan
bantuan hukum kepada Terdakwa sebagimana diwajibkan oleh pasal
5&"‘5‘@ (1) KUHAP Jo. pasal 114 KUHAP (lihat berkas perkara),
g ﬁulgga\ Terdakwa (anak nakal) dalam memberikan keterangan
~f'.-%ai5i-'x\n
JAN
7S‘ama Sekalit 6,9h Penasihat Hukum. Berdasarkan hal tersebut maka
-\sé alg, k/étérangan BAP Terdakwa (anak nakal) terdahulu telah

dlf&l@l’(&fﬁ sécara melawan hukum (illegal), dan hal tersebut tentu saja

Qrﬁng diri berhadapan dengan Penyidik tanpa didampingi

secara otomatis telah menyebabkan surat dakwaan yang dlsusun oleh

Jaksa Penuntut Umum adalah juga tidak sah (ilegal) ;

Bahwa, perlu kami sampaikan kaidah hukum tersebut di atas juga telah
diterapkan cleh Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo dalam Pljtusan
No. 22/Pid.B/2002/PN.WNS yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan
Tinggi Yogjakarta dalam Putusan No. 03/PID/PLW/2002/PTY.

B




1998 yang pada pokoknya berpéndapat bahwa penyidikan yang
melanggar pasal 56 ayat (1) KUHAP menyebabkan hasil penyidikan
tidak sah atau illegal, yang pada akhirnya tuntutan Jaksa dinyatakan

tidak dapat diterima ;

3.2 Eksepsi atus tidak dilaksanakannya penyelesaian perkara pidana anak
_ melalui mekanisme Restoratif Justice.
; 'Bahwa mekamsme penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah

disusun dan dibentuk dalam Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani
dan d;i'tetapkan pada tanggal 22 Desember 2009 secara bersama-sama oleh 6
'('eh'am) Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, antara lain:

- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor : 166
AJKMA/SKB/XI1/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan
Hukum ;

- Jaksa Agung Republik Indonesia. Nomor : 148 A/A/JA/12/2008 tentang

Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ;

- Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Nomor : B/45/XI1/2009 tentang

Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ;
-  Menteri Hukim Dan HAM Republik Indonesia. Nomor : M.HH-08 HM.03.02
tahun 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ;
- Menteri Sosial Republik Indonesia. Nomor : 10/PRS-2/KPTS/2009 tentang
Penanganan Aaak Yang Berhadapan Dengan Hukum ;

"——Mem\en Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik

hd&@gua Nomor.: 02/Men.PP dan PA/XII 2009 tentang Penanganan Anak

A \%
a\l‘gg Be“rhadapan Dengan Hukum ;

"‘Wa\v'SLrai Keputusan Bersama tersebut di atas disusun untuk mewujudkan

_\fe 'adﬂan dalam upaya penyelesaian perkara penanganan anak yang
Sonvord™ .-f)’-’
) ;:rhadapan dengan hukum yang dilakukan secara terkoordinasi oleh aparat

penegakihukum dan semua pihak (pasal 2) ;

ahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf A telah diuraikan
thwa Péﬁyidik melakukan upaya penanganan perkara anak yang berhadapan

wkum dengan pendekatan keadilan restoratif sintule kanantinaan tarhnits o
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‘Selanjutnya berdasarkan ketentuan umum pasal 1 ahgka 5 dijelaskan Keadilan
‘Restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil melibatkan pelaku, korban,
'keluarga mereka dan pihak terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-
-sama mencari penyelesaian terhadap-tindak pidana tersebut dan implikasinya,
dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula ; --—-------—- -

tc;éahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat kita pahami bahwa penyelesaian
‘ j'.'berkara anak yang berhadapan dengan hukum harus didahului melalui

mekanisme musyawah yang melibatkan Balai Pemasyarakatan, orang tua
dan/atau keluarga korban dan pelaku tindak pidana serta tokoh masyarakat
"setempat, buka.. secara serta merta menggiring penyelesaian perkara aquo ke
Pengadilan, apalagi perkara yéng dipermasalahkan hanya senilai Rp. 10.000,00

(sepuluh ribu rupiah) ;

Selain |tu penyelesalan tersebut di atas juga bertentangan dengan instruksi
Pre3|den No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan,
rdlmana dalam program hukum dan keadilan difokuskan pada :

Program keadilan bagl anak ;

Program keadllan bagi-perempuan ;
Program keadilan di bidang ketenagakerjaan ;

Program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan ; -=---------emnme--

a.
b
c
d. Program keadilan di bidang bantuan hukum ;
e
£

— Erogram keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan ;

Berdasa.rkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka mohon
k?pada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memutus tentang eksepsi ini
ebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa (anak

“nakal) dengan alasan-alasannya ;




3. Men_.yaia'kan tindakan Penyidik yang nri’elakukan pemeriksaan terhadap
Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana ternyata
dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa adalah tidak sah, dan oleh
_karenanya surat dakwaan surat Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM -
JJKTPS/03/2011 Tanggal 13 April 2011 batal demi hukum ; :
Mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum | ----—=meeme

5 Memerintankan kepada Penyidik Polsek Johar Baru untuk terlebih dahulu
‘menyelesaikan perkara Ini dengan menggunakan mekanise Keadilan

Restoratif ;
6. Memulihkan hak Terdakwa (anak nakal) dalam kemampuan, kedudukan,
harkat dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah, karena telah
dicemarkan nama baik_qya akibat adanya penuntutan dari Jaksa Penuntut

Umum ;

Menimbang, bahwa tentang uraian eksepsi dari para Penasihat Hukum
Terdakwa tersebut, selengkapnya adalah sebagaimana tercatat/terlampir dalam

Berita Acara Persidangan ;

Menimbany, bahwa Penuntut Umum telah pula menyampaikan
pendapatnya di Persidangan pada tanggal 11 Mei 2011, dan selengkapnya

adalah seagaimana termuat/terlampir dalam Berita Acara sidang ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

3 Eksepsn terhadap tldak dlterapkannya hukum acara sebagaimana diatur

0 dalam peraturan perundang undangan ;

Menimbang, bahwa dari ke tiga hal pokok/intisari eksepsi yang diajukan
oleh Penasihat Hu'.um Terdakwa tersebut, yang dalam hal mana Pengadilan

i memandang bahwa alasan alasan eksepsi tersebut telah disusun secara relatif,
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_eksepsi tersebut merupakan alasan pokok dan menjadi dasar dari eksepsi

selanjutnya yaitu Exeptio Obscuuri Libeli dan Exeptio Error in Persona ; --==------

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan
~.di persidangan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana
_tersebut di atas, Majelis Hakim harus berpedoman pada ketentuan pasal 156
v’__.,_a'yat (1) KUHAP, yang mensyaratkan bahwa eksepsi dapat diajukan dengan
“alasan alasan :

A Pengadllan tidak berwenang mengadili, hal ini berhubungan dengan
_ kompetens: absolute maupun kompetensi relative ; atau

A Dakwaan tidak dapat diterima; atau

R Surat dakwaan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil eksepsi yang
diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, ternyata dalam
T alasan eksepsi dan dalam petitum eksespsinya, Penasihat Hukum Terdakwa

 telah menyémpaikan bahwa “surat dakwaan batal demi hukum” ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi “surat dakwaan batal

demi hukum” tersebut, maka menurut Pengadilan hal tersebut berhubungan ;

. dengan pembuatan surat dakwaan oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur
dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa:tentan'g pembuatan surat dakwaan, sebagaimana

. di dalam ketentuan KUHAP, Jaksa sebagai Penuntut Umum telah dipertegas

k'edt:j;dukannya sebagai pihak yang paling berwenang melakukan penuntutan,

STENA
&Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Jaksa sebagai Penuntut

Wi
- €ﬂben 7!wenang sepenuhnya untuk menyusun surat dakwaan, namun demikian

HAP hanya menentukan penyusunan surat dakwaan harus memenuhi ketentuan
yat (2) dengan resiko bila disimpangi ketentuan tersebut dakwaan akan batal
jh’ukum sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (3) ;

'Menimbang, bahwa dengan adanya kewenangan sepenuhnya pada Penuntut
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- eksepsi tersebut merupakan alasan pokok dan menjadi dasar dari eksepsi

“selanjutnya yaitu Exeptio Obscuuri Libeli dan Exe_ptio Error in Persona ;| -—--—------

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan
_.di persidangan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana
‘ teréebut di afas Maijelis Hakim harus berpedoman pada ketentuanﬂ pasal 156
éyat (1 ) KUHAP, yang mensyaratkan bahwa eksepsi dapat diajukan dengan
“alasan alasan : ~

1.: Pengadulan tidak berwenang mengadili, hal ini berhubungan dengan
S | kompetensu absolute maupun kompetensi relative ; atau

¥ . ‘Dakwaan tidak dapat diterima; atau

' 3. Surat dakwaan harus dibatalkan ;

' Menimbang,mbahwa dengan memperhatikan dalil-dalil eksepsi yang
diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, ternyata dalam
"% . alasan eksepsi dan dalam petitum eksespsinya, Penasihat Hukum Terdakwa

telah menyémpaikan bahwa “surat dakwaan batal demi hukum” ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi “surat dakwaan batal

“demi hukum’ tersebut, maka menurut Pengadilan hal tersebut berhubungan

. d‘engah pembuatan surat dakwaan oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur
dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa:tentan'g pembuatan surat dakwaan, sebagairmnana

~.di dalam ketentuan KUHAP, Jaksa sebagai Penuntut Umum telah dipertegas
kédddukannya sebagai pihak yang paling berwenang melakukan penuntutan,

sebagal ketentuan pasal 1 butir 7, dan pasal 137 serta pasal 140 ayat

,__‘;_Tﬂundang undang tidak mengatumya secara jelas dan rinci tentang hal tersebut,
AP. hanya menentukan penyusunan surat dakwaan harus memenuhi ketentuan
ayat 2) dengan resiko bila disimpangi ketentuan tersebut dakwaan akan batal

ukum sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (3

._'n"Menlmbang, bahwa dengan adanya kewenangan sepenuhnya pada Penuntut




- dimulainya pe:lnen'ksaan oleh Penyidik, : penyidik wajib memberitahukan
kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukumn atau bahwa ia
' dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh. Penasihat Hukum sebagaimana
- “dirmaksud delam Pasal 58" [ ceerermemsersascssiapmmen st sndsduneSens o tenn
e Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan pasal 51
UU/No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa :

1. Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan

bantuan hukum dari sedrang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam

‘waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang

ditentukgn dalam undang-undang ini ;

2. Pejabat'’ yang melakukan penangkapan atau penahanan  wajib
'nieh1beﬁtahukan kepada Tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua

asith, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud

- dalam ayat (1) ;
3. 'Séiiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan
langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh

Pejabat yang be wenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan undang-undang

- sebagaimana tersebut di atas, khususnya ketentuan pasal 51 UU.No.23/1997
téntang Pengadilan Anak, ‘maka jelas hak anak yang berhadapan dengan
h@kum, khususnya anak sebagai Terdakwa, terdapat perintah wajib dari

T

'-_/;/élah didapatkan hal-hal antara lain, yaitu : .
Su af ?’érnyatan yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai Rp.6.000,00
S8R | (Tersangka) tertanggal 11 Maret 2011 ; dan

-'-?B'e"_r_iia’ ‘Acara penolakan didampingi Pengacara yang ditandatangani oleh

'ep__yi»dik Iptu.Suwiknyo dan Tersangka R
‘Menimbang, sahwa permasalahan yang timbul disini adalah : apakah
-hal produk hukum yang dibuat oleh Terdakwa tersebut
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3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkéra No.728/Pid.B/2011/PN.JKT.PST.
atas nama Terdakwa dihentikan ;

4. Membebankan biaya perkara pada Negara

Demikian diputuskan, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2011, oleh Tjokorda Rai
Suamba,S.H.,M.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ;putusan mana
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan
dihadiri oleh Lasmiati,S.H. sebagai Panitera Pengganti, T. Agam,S.H. Jaksa Penuntut

Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, orang tua Terdakwa, serta
Petugas Bapas.

Panitera Pengganti
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Lasmiati,S.H. -~ “Fiokérda Rai Suamba ,S.H.MH,




